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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas, penulis mencapai beberapa kesimpulan
sebagai berikut.

1. Ketentuan Kebijakan Upah Minimum Pekerja Kontrak berdasarkan
Undang-Undang Cipta Kerja Negara NTB Nomor 11 Tahun 2020 sejalan
dengan ketentuan Upah Minimum Sementara (UMP) NTB. Pada dasarnya,
penetapan upah minimum menjadi kewenangan gubernur berdasarkan
usulan Panitia Pengupahan dalam ketentuan UU No. 11 Tahun 2020,
diperkuat dengan SK Gubernur NTB No. 561772 Tahun 2020 dan SK
Bupati Dompu No. 406/679 tentang upah minimum 2020. Meskipun upah
bulanannya adalah Rp. 2.207.212. sistem penggajian NTB memperhatikan
tunjangan dan jabatan, sehingga pendapatan tidak dapat memenuhi upah
minimum yang ditetapkan UMP.

2. Penerapan Kebijakan Upah Minimum Provinsi NTB Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 bagi perusahaan outsourcing tenaga kerja daerah
sejalan dengan Upah Minimum Provinsi NTB saat ini. Namun dalam
praktiknya, gaji karyawan outsourcing individu tidak sesuai dengan upah
minimum nasional saat ini karena pemotongan upah oleh perusahaan

pemberi beban kerja.
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B. Saran
Usulan yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Kontrak kerja waktu tetap harus dibuat secara rinci dan tertulis antara
pemberi kerja dan pihak yang dialihdayakan, sehingga kedua belah pihak
dapat berdiskusi tanpa ada kerugian karena isi kontrak kerja waktu tetap.

2. Kepada pimpinan, lebih meningkatkan pemberian upah minimum kepada
pegawai dan berupaya menyelaraskan dengan UMP NTB. Selain itu,
insentif dan tunjangan karyawan, terutama kebutuhan makan dan

transportasi karyawan, harus ditingkatkan.
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